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Abstrak 
 

Dalam penjatuhan pidana bersyarat terdapat syarat-syarat yang ditetapkan dalam 

putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari 

pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat 

khusus. Syarat umum bersifat imperatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya 

bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu harus ditetapkan 

syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk 

ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu 

tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat 

(1) KUHP). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana 

dengan bersyarat dan  tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori 

pembalasan. 
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